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TENTANG 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PUPUK 
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN 

CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG ATAS 
PENYERAHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN PETUNJUK PENGISIAN 
KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN PUPUK 
BERSUBSIDI YANG BAGIAN HARGANYA MENDAPATKAN SUBSIDI 

A. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG ATAS
PENYERAHAN PUPUK BERSUBSIDI
1. Pada tanggaI 18 Mei 2022, PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai

produsen Pupuk Bersubsidi mengajukan permintaan pembayaran
subsidi Pupuk Bersubsidi kepada KPA sebesar Rpl00.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah) atas penyerahan Pupuk Bersubsidi yang telah
dilakukan selama bulan April 2022. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang
berlaku adalah sebesar 11 % (sebelas persen). Atas permintaan
pembayaran subsidi terse but terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan
penghitungan sebagai berikut:
a) Dasar Pengenaan Pajak= 100/111 x Rpl00.000.000.000,00

= Rp90.090.090.090,09 
b) Pajak Pertambahan Nilai terutang = 11 % x Rp90.090.090.090,09

= Rp9.909.909.909,00 
2. Pada tanggaI 19 April 2022, PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai

produsen Pupuk Bersubsidi menyerahkan 5.000 (lima ribu) ton pupuk
Urea (bersubsidi) kepada distributor. Harga eceran tertinggi pupuk
Urea yang berlaku sebesar Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh
rupiah) per kilogram. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku
adalah sebesar 11 % (sebelas persen). Atas penyerahan tersebut
terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan penghitungan sebagai
berikut:






